
BUPATI KARANGANYAR 
PROVTNSI JAWA TENGAH 
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR /3 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR, 

Menimbang a. bahwa perempuan sebagai aset bangsa yang 
berperan da lam proses penerusan dan penciptaan 
generasi yang berkual i tas per lu mendapatkan j a m i n a n 
terhadap pemenuhan hak-haknya dan per l indungan 
dar i t indak kekerasan dan d i skr iminas i ; 

b. bahwa selain per l indungan sebagaimana d imaksud 
h u r u f a, perempuan per lu diberdayakan agar dapat 
mengaktual isas ikan potensinya secara opt ima l 
u n t u k berperan serta da lam pembangunan; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 
d imaksud pada h u r u f a dan h u r u f b, maka d ipandang 
per lu membentuk Peraturan B u p a t i tentang 
Per l indungan dan Pemberdayaan Perempuan; 

Mengingat 

T a h u n 1974 
Negara Republ ik 

T a h u n 1984 

Undang Undang Nomor 13 T a h u n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten d i 
L ingkungan Provinsi Jawa Tengah; 
Undang-Undang Nomor 1 
tentang Perkawinan (Lembaran 
Indonesia T a h u n 1974 Nomor 1); 
Undang-Undang Nomor 7 
tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan 
Segala Ben tuk D isk i r iminas i Terhadap Wani ta 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1984 
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3277); 
Undang-Undang Nomor 13 T a h u n 1998 
tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 3796); 
Undang-Undang Nomor 39 T a h u n 1999 tentang 
Hak Asasi Manus ia (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1999 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3835); 



6. Undang-Undang Nomor 13 T a h u n 2003 
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia 39 T a h u n 2003, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4279); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kckerasan da lam Rumah 
Tangga (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4419); 

8. Undang-Undang Nomor 21 T a h u n 2007 
tentang Pemberantasan T indak Pidana Perdagangan 
Orang (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4720); 

9. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2009 
tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4967); 

10. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 
tentang Pengesahan Convention On The Rights Of 
Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-
Hak penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5251); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
T a h u n 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5657); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 T a h u n 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4593); 

14. Peraturan Bersama Menter i Negara Pemberdayaan 
Perempuan, Menter i da lam Negeri dan Menter i 
Pendidikan Nasional NOMOR: 
17/Men.PP/Dep.II/VII/2005 - Nomor 28A 
TAHUN 2005 - NOMOR: l/PB/2005 - Tentang 
Percepatan Pemberantasan Bu ta Aksara Perempuan; 



15. Peraturan Menter i Negara Pemberdayaan 
Perempuan Nomor 2 T a h u n 2008 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Per l indungan Perempuan; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 
T a h u n 2009 tentang Penyelenggaraan Per l indungan 
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karanganyar T a h u n 2009 
Nomor 20). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupa t i dan Perangkat 

Daerah sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintah 
Daerah yang memimp in pelaksanaan u r u s a n 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom. 

3. Bupa t i adalah Bupa t i Karanganyar. 
4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Per l indungan Anak 

dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya d is ingkat 
BP3AKB adalah perangkat daerah yang mempunya i 
tugas pokok, fungsi dan u r u s a n d i b idang 
penyelenggaraan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana d i Daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya 
dis ingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 
Pemerintah Daerah. 

6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang 
asing yang bertempat t inggal d i Indonesia. 

7. Keluarga adalah u n i t terkeci l da lam masyarakat yang 
te rd i r i da r i suami i s t r i , a t au suami , i s t r i dan anaknya, 
a tau ayah dan anaknya, a tau i b u dan anaknya. 

8. Per l indungan adalah segala upaya yang d i t u j u k a n 
u n t u k member ikan rasa aman kepada perempuan yang 
d i l akukan oleh p ihak keluarga, advokat, lembaga sosial, 
kepol is ian, kejaksaan, pengadilan, a tau p ihak la innya 
ba ik sementara m a u p u n berdasarkan penetapan 
pengadilan. 

9. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya 
men ingkatkan kemampuan fisik, menta l , sp i r i tua l , 
sosial, pengetahuan dan keterampi lan agar perempuan 
siap d idayagunakan sesuai dengan kemampuan 
masing-masing. 

10. Masyarakat Madan i adalah masyarakat yang beradab, 
men jun jung t inggi n i la i -n i la i kemanusiaan, yang ma ju 
da lam penguasaan i l m u pengetahuan, dan teknologi. 



BAB I I 
ASAS DAN TUJUAN 

Pasal2 

Per l indungan dan Pemberdayaan Perempuan berasaskan 
pada: 
a. penghormatan terhadap h a k asasi manus ia ; 
b. keadi lan dan kesetaraan gender; 
c. n o n d iskr iminas i ; dan 
d. per l indungan. 

Pasal 3 

Tu juan per l indungan dan pemberdayaan perempuan 
adalah u n t u k : 
a. mencegah dan menangani r is iko dar i 

kerentanan perempuan agar kelangsungan h idupnya 
dapat d ipenuh i sesuai dengan k e b u t u h a n dasar 
m i n i m a l ; 

b. memberdayakan perempuan ba ik secara ind iv idua l 
m a u p u n kelompok, dan masyarakat yang mengalami 
masalah gender agar m a m p u memenuh i kebu tuhannya 
secara mand i r i ; 

c. men ingkatkan peran serta perempuan ba ik secara 
ind iv idua l m a u p u n kelompok sebagai potensi dan 
sumber daya da lam penyelenggaraan h i d u p sosial 
kemasyarakatan. 

BAB I I I 
HAK-HAK PEREMPUAN 

Pasal 4 

(1) Setiap perempuan berhak: 
a. u n t u k h idup , memper tahankan h i d u p dan 

meningkatkan taraf keh idupannya; 
b. h i dup tenteram, aman, damai , bahagia, sejahtera 

lah i r dan ba t in ; 
c. atas l ingkungan h i d u p yang ba ik dan sehat; 
d . h i dup berkeluarga da lam ika tan perkawinan yang 

sah; 
e. memi l i h pekerjaan yang d isuka inya dan berhak pu l a 

atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adi l ; 
f. mendapatkan u p a h kerja yang ad i l sesuai dengan 

pekerjaannya yang sebanding dan sepadan dengan 
martabat kemanusiaannya. 

(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung 
atas kehendak bebas dar i p ihak perempuan dan p ihak 
lak i - l ak i sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Setiap perempuan yang da lam kondis i disabi l i tas, 
us ia lan jut , hami l , anak-anak, berhak memperoleh 
kemudahan dan per lakuan khusus . 

(4) Setiap perempuan lan ju t usia, disabi l i tas f is ik dan 
a tau disabi l i tas menta l , berhak memperoleh perawatan, 
pendid ikan, pe lat ihan, dan ban tuan k h u s u s atas biaya 
pemer intah daerah, u n t u k menjamin keh idupan yang 
layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya. 



Pasal 5 

Da lam ha l po l i t ik , perempuan berhak: 
a. memi l ih dan/atau d ip i l ih da lam pemi l ihan u m u m , 

pemi l ihan kepala daerah, pemi l ihan kepala desa 
dan / a tau pemi l ihan j aba tan po l i t ik la innya 
berdasarkan persamaan h a k me la lu i pemungutan 
suara yang langsung, u m u m , bebas, rahasia, j u j u r dan 
adi l m e n u r u t peraturan perundang-undangan yang 
ber laku. 

b. memi l i k i kesempatan yang sama u n t u k diangkat da lam 
setiap j aba tan pemer intahan. 

Pasal 6 

(1) Perempuan mempunya i hak u n t u k 
mendapatkan Per l indungan k h u s u s dar i ha l -ha l yang 
mengancam keselamatan dan a tau kesehatannya. 

(2) Per l indungan k h u s u s sebagaimana d imaksud da lam 
ayat (1) d iber ikan kepada perempuan karena fungsi 
reproduksinya d i j amin dan d i l indung i oleh h u k u m . 

Pasal 7 

Perempuan korban t indak kekerasan berhak u n t u k 
mendapatkan Per l indungan, informasi , pelayanan terpadu, 
penanganan berke lanjutan sampai tahap rehabi l i tas i dan 
penanganan secara rahasia ba ik dar i ind i v idu , kelompok 
a tau lembaga ba ik Pemerintah m a u p u n non pemer intah. 

Pasal 8 

(1) Perempuan memi l ik i kesempatan yang sama 
tanpa d i skr im inas i u n t u k memperoleh pekerjaan. 

(2) Kesempatan yang sama sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) d i w u j u d k a n me la lu i pemenuhan h a k 
perempuan u n t u k mendapatkan per lakuan yang sama 
dar i Pengusaha. 

BAB IV 
PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

Bagian Kesatu 
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 

Pasal 9 

Pemerintah Daerah member ikan Per l indungan 
kepada perempuan lan jut us ia yang t idak mand i r i a tau 
da lam keadaan disabil i tas agar dapat mewu judkan dan 
men ikmat i tara f h i d u p yang wajar. 

Pasal 10 

Pemerintah Daerah member ikan Per l indungan dan 
rasa nyaman serta mengupayakan pemenuhan k e b u t u h a n 
dasar terhadap perempuan yang berada d i daerah 
konf l ik dan/atau daerah terkena bencana. 



Bagian Kedua 
Ben tuk dan Upaya Per l indungan Perempuan 

Pasal 11 

(1) Bupa t i da lam melaksanakan kebi jakan, program, dan 
kegiatan Per l indungan perempuan dengan me lakukan 
upaya: 
a. koordinas i pelaksanaan kebi jakan, program, dan 

kegiatan per l indungan perempuan an tar SKPD; 
b. kerjasama dengan Kabupaten/ Kota da lam satu 

Provinsi, dan kerjasama antar Kabupaten/Kota d i 
Provinsi la innya da lam pelaksanaan kebi jakan, 
program, dan kegiatan per l indungan perempuan 
sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-
undangan; 

c. penguatan kapasitas kelembagaan 
pengarusutamaan gender u n t u k pelaksanaan 
kebi jakan program dan kegiatan per l indungan 
perempuan; 

d. fasil itasi pelayanan per l indungan perempuan; 
e. penyediaan pelayanan per l indungan perempuan; 
f. pelaksanaan aksi af irmasi per l indungan 

perempuan; dan 
g. penyusunan sistem pendataan per l indungan 

perempuan. 
(2) Pengintegrasian antara kebi jakan, program dan 

kegiatan Per l indungan perempuan sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) kedalam perencanaan 
pembangunan daerah yang d i tuangkan da lam 
dokumen perencanaan dan anggaran yang me l iput i : 
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD); 
b. Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 
c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Renstra SKPD); 
d. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RKA-SKPD). 

Pasal 12 

(1) Penyediaan pelayanan Per l indungan perempuan 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 11 ayat (1) h u r u f 
e berupa ident i f ikasi korban , b a n t u a n h u k u m , 
rehabi l i tas i medis, rehabi l i tas i psikososial, reintegrasi 
sosial, ban tuan pemulangan, a tau ben tuk la innya. 

(2) Penyediaan pelayanan Per l indungan 
perempuan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d iber ikan bagi perempuan: 
a. korban kekerasan; 
b. korban perdagangan orang; 
c. daerah rawan konf l ik dan bencana; 
d. korban eksploitasi seksual; dan 
e. ke lompok rentan. 



Bagian Ketiga 
Kelembagaan Per l indungan Perempuan 

Pasal 13 

(1) Pemerintah Daerah memfasi l i tasi t e rbentuknya 
lembaga Per l indungan perempuan. 

(2) Lembaga Per l indungan perempuan sebagaimana 
d imaksud da lam ayat (1) adalah Komis i Per l indungan 
Perempuan dan Anak (KP2A). 

Bagian Keempat 
Program Per l indungan Perempuan 

Pasal 14 

(1) Un i t kerja yang tugas dan fungsinya menangani 
pemberdayaan perempuan melaksanakan kebi jakan, 
program dan kegiatan per l indungan perempuan yang 
te lah d i te tapkan, dan da lam pelaksanaannya 
bekerjasama dengan SKPD, lembaga masyarakat, 
pe rguruan t inggi , d a n masyarakat madani . 

(2) Pelaksanaan kebi jakan, program dan kegiatan 
per l indungan perempuan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) berupa: analisis kebi jakan, koordinasi , 
advokasi, sosialisasi, Komunikas i , Informasi , dan 
Edukas i (KIE), pelat ihan, fasil itasi pelayanan medis, 
rehabi l i tas i , pengembangan model, bantuan h u k u m dan 
ben tuk la innya. 

(3) Pelaksanaan kebi jakan, program dan 
kegiatan per l indungan perempuan sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d i l akukan dengan membentuk , 
mengembangkan, memperkuat , a tau memanfaatkan 
gugus tugas, f o rum, ke lompok kerja a tau kelembagaan 
la innya. 

(4) Keanggotaan gugus tugas, f o rum, kelompok kerja, a tau 
kelembagaan la innya sebagaimana d imaksud pada ayat 
(3) t e rd i r i dar i SKPD terkai t , lembaga masyarakat, 
perguruan t inggi , dan masyarakat madani . 

(5) Pembentukan gugus tugas, f o rum, kelompok kerja, 
a tau kelembagaan la innya sebagaimana d imaksud 
pada ayat (4) d i te tapkan dengan Keputusan Bupat i . 

Bagian Kel ima 
Pembiayaan Program 

Pasal 15 

(1) Da lam melaksanakan kebi jakan, program, dan 
kegiatan Per l indungan perempuan, Pemerintah Daerah 
dapat me lakukan kerjasama dengan lembaga 
internasional . 

(2) Kerjasama sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) d i laksanakan sesuai dengan ke tentuan pera turan 
perundang-undangan. 



BAB V 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

Pasal 16 

(1) Guna men ingkatkan kedudukan , peran, dan kual i tas 
perempuan, serta upaya mewu judkan kesetaraan dan 
keadi lan gender da lam keh idupan berkeluarga 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perempuarl 
ha rus diberdayakan. 

(2) Pemberdayaan Perempuan sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) d i a rahkan u n t u k memperoleh 
kesempatan dan hak-haknya sebagai manus ia , agar 
m a m p u berperan dan berpart is ipasi da lam kegiatan 
pol i t ik , ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan 
keamanan nasional , dan kesamaan da lam men ikmat i 
has i l pembangunan. 

Pasal 17 

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung 
jawab da lam upaya Pemberdayaan Perempuan. 

(2) Upaya pemberdayaan perempuan sebagaimana 
d i m a k s u d pada ayat (1) d i l akukan secara terpadu 
sesuai dengan pera turan perundang-undangan yang 
ber laku . 

BAB V I 
STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN KELOMPOK RENTAN 
Bagian Kesatu 

Ruang L ingkup Per l indungan Perempuan Kelompok Rentan 
Pasal 18 

Pelaksanaan Per l indungan perempuan kelompok 
rentan sebagaimana d imaksud pada pasal 12 ayat (2) 
h u r u f e d iber ikan kepada: 
a. perempuan lan jut usia; 
b. perempuan penyandang disabi l i tas; 
c. perempuan t u n a wisma; 
d. perempuan pekerja r u m a h a n ; 
e. perempuan pekerja r u m a h tangga; 
f. perempuan kepala keluarga; 
g. perempuan Tenaga Kerja Indonesia; 
h . perempuan man tan warga b inaan lembaga 

pemasyarakatan; 
i . perempuan korban bencana; dan 
j . perempuan pekerja seks komersial . 



Bagian Kedua 
Perempuan Lanjut Usia 

Pasal 19 

(1) Per l indungan bagi perempuan lan ju t us ia 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 18 h u r u f a u n t u k 
memperpanjang us ia harapan h idup agar dapat 
melaksanakan f i ingsi sosialnya dan berperan ak t i f 
secara wajar da lam keh idupan sosialnya. 

(2) Perempuan lan ju t us ia sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) mendapatkan hak per l indungan atas: 
a. layanan kesehatan dasar u n t u k memel ihara 

dan men ingkatkan derajat kesehatan termasuk 
layanan aspek yang ada pada lan jut us ia (fisik, 
menta l dan psikososial)/ penyakit pada lan ju t us ia ; 

b. penggunaan fasilitas dan aksesibil i tas sarana 
dan prasarana u m u m ; dan 

c. layanan adminis t ras i pemer intahan. 

Bagian Ketiga 
Perempuan Penyandang Disabi l i tas 

Pasal 20 

(1) Per l indungan bagi perempuan penyandang 
disabi l i tas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 18 
h u r u f b u n t u k member ikan per l indungan dan 
pencegahan terhadap ben tuk-bentuk d i skr im inas i 
antara l a in : bebas dar i per lakuan kejam, t idak 
manus iawi , merendahkan martabat manus ia , dan 
bebas dar i eksploitasi. 

(2) Perempuan penyandang disabi l i tas sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) mendapatkan hak per l indungan 
atas: 
a. j a m i n a n keberlangsungan dan pengembangan 

d i r i p r ibad i ; 
b. part is ipasi d i b idang pendid ikan, kesehatan, 

pekerjaan, po l i t ik , olahraga, seni dan budaya serta 
pemanfaatan teknologi in formasi dan komun ikas i ; 

c. aksesibil i tas informasi , mobi l i tas dan layanan 
sosial, dan ban tuan h u k u m ; dan 

d. upaya intervensi d in i t e rmasuk pengobatan 
dan rehabi l i tas i u n t u k men ingkatkan fungsi 
dan kapasitasnya. 

Bagian Keempat 
Perempuan T u n a Wisma 

Pasal 21 

(1) Per l indungan bagi perempuan t u n a w isma 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 18 h u r u f c u n t u k 
member ikan per l indungan dan pencegahan terhadap 
ben tuk-ben tuk kekerasan yang disebabkan oleh t i dak 
adanya tempat ber l indung a tau u n t u k t inggal tetap. 



(2) Perempuan t u n a w isma sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) mendapat hak per l indungan atas: 
a. tempat t inggal yang layak; 
b. j a m i n a n kesehatan dan sosial; 
c. pencatatan adminis t ras i kependudukan ; 
d. kesempatan memperoleh keterampi lan u n t u k 

meningkatkan status ekonomi; dan 
e. akses informasi dan layanan konsul tas i h u k u m . 

Bagian Kel ima 
Perempuan Pekerja Rumahan 

Pasal 22 

(1) Per l indungan bagi perempuan pekerja 
r u m a h a n sebagaimana d imaksud da lam Pasal 18 
h u r u f d u n t u k member ikan per l indungan dan 
pencegahan terhadap per lakuan salah da lam 
sua tu h u b u n g a n kerja dan peningkatan 
keterampi lan u n t u k men ingka tkan taraf h i d u p . 

(2) Perempuan pekerja r u m a h a n sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) mendapatkan hak per l indungan atas: 
a. u p a h yang layak; 
b. j a m i n a n kesehatan dan sosial; 
c. peningkatan akses pemasaran hasi l usaha; dan 
d. akses p in jaman modal da r i pemer intah 

m a u p u n lembaga swasta. 

Bagian Keenam 
Perempuan Pekerja Rumah Tangga 

Pasal 23 

(1) Per l indungan bagi perempuan pekerja r u m a h 
tangga sebagaimana d imaksud da lam Pasal 18 
h u r u f e ada lah u n t u k member ikan per l indungan 
dan pencegahan terhadap ben tuk-bentuk d iskr iminas i , 
per lakuan kejam, t idak manus iawi , merendahkan 
mar tabat manus ia , d a n eksploitasi da lam hubungan 
kerja. 

(2) Perempuan pekerja r u m a h tangga sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) mendapat per l indungan atas: 
a. pengakuan hak , u p a h dan kondis i kerja yang layak; 
b. j a m i n a n kesehatan dan sosial; 
c. akses informasi dan layanan konsul tas i h u k u m ; dan 
d. kesempatan memperoleh pengetahuan 

dan keterampi lan u n t u k men ingka tkan status 
ekonomi. 

Bagian Ke tu juh 
Perempuan Kepala Keluarga 

Pasal 24 

(1) Per l indungan bagi perempuan kepala 
keluarga sebagaimana d imaksud da lam Pasal 18 
h u r u f f u n t u k member ikan per l indungan dan 
pencegahan terhadap ben tuk-bentuk d iskr iminas i , 
st igma negatif dan pemberdayaan ekonomi bagi 
perempuan kepala keluarga. 



(2) Perempuan kepala keluarga sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) mendapatkan h a k per l indungan atas: 
a. t i ndakan d i skr iminas i dan upaya pelemahan 

fungsi perempuan sebagai penyangga ekonomi 
keluarga; 

b. penguatan k emampuan dan pengakuan sebagai 
kepala keluarga d i l ingkungannya; dan 

c. aksesibil i tas terhadap lembaga ekonomi d a n 
keuangan. 

Bagian Kedelapan 
Perempuan Tenaga Kerja Indonesia 

Pasal 25 

(1) Per l indungan bagi perempuan Tenaga Kerja 
Indonesia sebagaimana d imaksud da lam Pasal 18 
h u r u f g u n t u k member ikan per l indungan dar i t i ndak 
eksploitasi ekonomi d a n per lakuan kejam, t idak 
manus iawi dan mengusahakan penghargaan yang 
layak atas pekerjaan. 

(2) Perempuan Tenaga Kerja Indonesia 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mendapat 
per l indungan atas: 
a. pengakuan hak , u p a h dan kond is i kerja yang layak; 
b. j a m i n a n kesehatan dan sosial; 
c. akses informasi dan layanan konsul tas i h u k u m ; 
d. akses ke lembaga keuangan u n t u k 

pengelolaan pendapatannya; dan 
e. kesempatan memperoleh pengetahuan dan 

keterampi lan u n t u k men ingkatkan status. 
(3) Keluarga perempuan Tenaga Kerja Indonesia 

berhak mendapatkan informasi yang benar atas 
keberadaan anggota keluarganya yang bekerja sebagai 
Tenaga Kerja Indonesia. 

(4) Keluarga perempuan Tenaga Kerja Indonesia 
berhak mendapatkan akses pengetahuan dan 
keterampi lan u n t u k men ingkatkan tara f h idupnya . 

Bagian Kesembilan 
Perempuan Man tan Warga B inaan Lembaga 

Pemasyarakatan 
Pasal 26 

(1) Per l indungan bagi perempuan m a n t a n warga 
b inaan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 18 h u r u f h u n t u k member ikan 
per l indungan dar i hambatan u n t u k menyesuaikan d i r i 
da lam keh idupan masyarakat, sehingga dapat 
melaksanakan keh idupan secara normal . 

(2) Perempuan man tan warga b inaan 
Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) mendapat per l indungan atas: 
a. rehabi l i tas i dan reintegrasi sosialjdan 
b. kesempatan memperoleh pengetahuan 

dan keterampi lan u n t u k men ingkatkan status 
ekonomi. 



Bagian Kesepuluh 
Perempuan Korban Bencana 

Pasal 27 

(1) Per l indungan bagi perempuan korban 
bencana sebagaimana d imaksud da lam Pasal 18 h u r u f i 
u n t u k member ikan per l indungan saat bencana 
dan pasca bencana. 

(2) Perempuan korban bencana sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) mendapat per l indungan atas: 
a. akses tempat t inggal yang layak; 
b. layanan kesehatan; 
c. layanan akses informasi dan konsul tas i h u k u m ; dan 
d. pemul ihan pasca bencana. 

Bagian Kesebelas 
Perempuan Pekerja Seks Komersial 

Pasal 28 

(1) Per l indungan bagi perempuan pekerja seks komersia l 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 18 h u r u f j u n t u k 
member ikan per l indungan kesehatan dan peningkatan 
kemampuan kecakapan h i d u p sebagai modal u n t u k 
men ingkatkan status sosial. 

(2) Per l indungan sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) me l iput i : 
a. kond is i ekonomi yang rentan ; 
b. kesehatan reproduks i ; dan 
c. perdagangan orang. 

Pasal 29 

(1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan 
dan per l indungan perempuan kelompok rentan 
d i laksanakan dengan mengintegrasikan 
pengarusutamaan gender dan data terp i lah gender. 

(2) Da lam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan 
dan Per l indungan perempuan kelompok rentan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d iben tuk 
Kelompok Kerja dan Layanan Terpadu yang d i te tapkan 
dengan Keputusan Bupa t i . 

(3) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan 
dan Per l indungan perempuan kelompok 
rentan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d ikoord inas ikan oleh BP3AKB. 

(4) Strategi Pemberdayaan Perempuan dan 
Per l indungan perempuan kelompok rentan 
d i laksanakan secara terpadu berdasarkan pera turan 
perundang-undangan yang ber laku. 



BAB VII 
MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 
KELOMPOK RENTAN 

Pasal 30 

(1) Perumusan kebi jakan perencanaan program dan 
anggaran d i laksanakan dengan mekanisme: 
a. pemetaan, pengumpulan , pengolahan dan 

penyajian data; 
b. koordinasi dan s inkronisas i perencanaan 

program dengan SKPD terka i t ; 
c. penyusunan program dan kegiatan yang 

d i d u k u n g penganggaran; dan 
d. penetapan program dan kegiatan da lam 

dokumen perencanaan. 
(2) Pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan 

perempuan dan per l indungan perempuan 
kelompok rentan d i laksanakan dengan mekanisme: 
a. pelaksanaan program dan kegiatan yang 

te r tuang da lam dokumen anggaran SKPD; 
b. koordinas i dan s inkronisas i pelaksanaan program 

dan kegiatan dengan SKPD terka i t ; dan 
c. moni tor ing , evaluasi, dan pelaporan. 

(3) Mekanisme penyusunan kebi jakan, program dan 
kegiatan serta layanan d ia tu r lebih lan ju t da lam 
standar pelayanan m i n i m u m dan standar operasional 
prosedur. 

(4) Perumusan kebi jakan, program dan kegiatan 
penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan 
per l indungan perempuan kelompok rentan 
d ikoord inas ikan oleh SKPD yang membidangi 
perencanaan pembangunan daerah. 

BAB VI I I 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 31 

(1) Masyarakat dapat berperan serta da lam 
penyelenggaraan per l indungan dan pemberdayaan 
perempuan. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) dapat d i l akukan oleh perorangan, kelompok 
m a u p u n organisasi sosial kemasyarakatan. 

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) dapat berbentuk : 
a. kerjasama; 
b. peran ak t i f da lam penyusunan kebi jakan; 
c. pengaduan / laporan. 



BAB IX 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 32 

(1) U n t u k menjamin sinergi, kes inambungan, dan 
efektifitas langkah- langkah secara te rpadu da lam 
pelaksanaan kebi jakan, program, dan kegiatan 
Per l indungan Perempuan, Pemerintah Daerah 
me lakukan pemantauan. 

(2) Pemantauan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) d i laksanakan oleh BP3AKB d imaksudkan 
u n t u k mengetahui perkembangan dan hambatan 
da lam pelaksanaan kebi jakan, program, dan kegiatan 
Per l indungan Perempuan d i daerah. 

(3) Pemantuan d i l akukan secara berka la m u l a i da r i 
perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebi jakan, 
program dan kegiatan Per l indungan Perempuan u n t u k 
t a h u n berjalan. 

Pasal 33 

(1) Evaluasi pelaksanaan kebi jakan, program, dan 
kegiatan Per l indungan Perempuan d i l akukan setiap 
berakhi rnya t a h u n anggaran. 

(2) Hasi l evaluasi pelaksanaan kebi jakan, program, 
dan kegiatan per l indungan perempuan d igunakan 
sebagai bahan masukan bagi penyusunan 
kebi jakan, program, dan kegiatan per l indungan 
perempuan u n t u k t a h u n ber ikutnya . 

(3) Evaluasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i laksanakan sesuai dengan ke tentuan pera turan 
perundang-undangan. 

BAB X 
PENDANAAN 

Pasal 34 

(1) Pendanaan pelaksanaan kebi jakan, program dan 
kegiatan per l indungan perempuan d i daerah 
bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

(2) Da lam ha l daerah mendapatkan ban tuan 
pendanaan pelaksanaan kebij akan , program dan 
kegiatan per l indungan perempuan dar i Pemerintah 
Pusat d i laksanakan sesuai dengan ke tentuan 
pera turan perundang-undangan. 



B A B X I 
K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasal 35 

P e r a t u r a n B u p a t i i n i m u l a i b e r l a k u pada tangga l 
d i u n d a n g k a n . 

Agar se t iap o r a n g m e n g e t a h u i n y a , m e m e r i n t a h k a n 
p e n g u n d a n g a n P e r a t u r a n B u p a t i i n i d engan 
p c n e m p a t a n n y a d a l a m B e r i t a Dae rah K a b u p a t e n 
K a r a n g a n y a r 

D i t e t a p k a n d i K a r a n g a n y a r 
Pada t angga l 5~ U^aret £(HS~ • 
BUPATI KARANGANYAR, 

t t d 

J U L I Y A T M O N O 

D i u n d a n g k a n d i K a r a n g a n y a r 
pada tangga l 9 N\aret ^ O l b 
SEKRETARIS D A E R A H K A B U P A T E N KARANGANYAR, 

t t d 

SAMSI 

BERITA D A E R A H K A B U P A T E N KARANGANYAR T A H U N 2 0 1 5 N O M O R 19 

f ^ i sesua i d e n g a n a s l i n y a 
JADY BAGIAN HUKUM, r${ 

V Z U L F I H A R 1HADIDH 
M P ; ; 1 9 7 5 0 3 1 1* 1 9 9 9 0 3 1 0 0 9 



B A B XI 
K E T E N T U A N PENUTUP 

Pasal 35 

P e r a t u r a n B u p a t i i n i m u l a i b e r l a k u pada tangga l 
d i u n d a n g k a n . 

Agar se t iap o r a n g m e n g e t a h u i n y a , m e m e r i n t a h k a n 
p e n g u n d a n g a n P e r a t u r a n B u p a t i i n i dengan 
p e n e m p a t a n n y a d a l a m B e r i t a Dae rah K a b u p a t e n 
K a r a n g a n y a r 

D i t e t a p k a n d i K a r a n g a n y a r 
Pada tangga l 
BUPATI KARANGANYAR, 

t t d 

JUL1YATMONO 

D i u n d a n g k a n d i K a r a n g a n y a r 
pada tangga l 
SEKRETARIS D A E R A H KABUPATEN KARANGANYAR, 

t t d 

SAMSI 

BERITA D A E R A H K A B U P A T E N KARANGANYAR T A H U N 2 0 1 5 N G M G R 

S a l i n a n sesua i d e n g a n a s l i n y a 
KEPALA BACtlAN H U K U M , 

NIP. 1 9 7 5 0 3 1 1 199903 1 0 0 9 



BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35 

Peraturan Bupa t i i n i mu la i ber laku pada tanggal 
d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan 
pengundangan Peraturan Bupat i i n i dengan 
penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten 
Karanganyar 

Di te tapkan d i Karanganyar 
Pada tanggal 9 £jtfJ' 
BUPATL KARANGANYAR, 

1 JULIYATMONO 

Diundangkan d i Karanganyar 
pada tanggal -T fi-twoi- jK 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR (3 



BAB X I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35 

Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal 
d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan 
pengundangan Peraturan Bupat i i n i dengan 
penempatannya da lam Berita Daerab Kabupaten 
Karanganyar 

Di te tapkan d i Karanganyar 
Pada tanggal 
BUPATI KARANGANYAR, 

JULIYATMONO 

Diundangkan d i Karanganyar 
pada tanggal 

RANGANYAR, 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 


